
Mantan Direktur Bank 
Dunia ini menyampaikan, se-
bagai menteri keuangan, tugas 
utamanya adalah mengelola 
keuangan negara, mulai dari 
penerimaan, belanja atau pem-
biayaan, termasuk juga inves-
tasi. Dari sisi penerimaan, sum-
bernya bisa dari pajak, bea cu-
kai, penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP), dan juga hibah.

“Bila belanjanya lebih ba-
nyak dari pada yang bisa kita 
kumpulkan, bagaimana? Ya kita 
mencari utang. Kalau begitu, 
apakah kita perlu utang? Ya 
utangnya untuk apa dulu. Kalau 
untuk membuat infastruktur kita 
menjadi baik, supaya anak-anak 
kita bisa sekolah sehingga tidak 
menjadi generasi yang hilang, 
generasi yang produktif, ya ti-
dak ada masalah,” kata Sri 
Mulyani dalam acara diskusi 

secara virtual, Sabtu (18/7). 
Tidak berhutang pun menu-

rutnya adalah sebuah pilihan ke-
bijakan. Tetapi apabila pendapat-
annya lebih rendah daripada be-

lanja yang dibutuhkan, tidak 
berhutang menurutnya sama saja 
dengan menunda semua kebu-
tuhan untuk masalah kesehatan, 
pendidikan, infratruktur dan 
pembangunan produktif lainnya.

Menkue mengungkapkan, 
sumber-sumber penerimaan ne-
gara selama ini juga telah dimak-
simalkan. “Kalau negara yang 
semakin kuat, dia mendapatkan 
penerimaan pajak yang makin 
besar. Siapa yang membayar? 
Mulai dari korporasi, usaha         
besar, usaha menengah, usaha 
kecil, dari semua kegiatan, dari 
para pekerja mulai dari swasta 
sampai ASN,” kata Sri Mulyani. 

Setelah mendapatkan pene-
rimaan negara tersebut, hal 
yang juga harus dilihat adalah 
belanja atau pembiayaan yang 
harus dikeluarkan untuk negara 
sebesar Indonesia. Yang utama 
menurut Menkue adalah untuk 
kepentingan masyarakat.

“Apa masyarakat butuhnya? 
Pendidikan. Apalagi konstitusi 
kita mengatakan harus 20%, ma-
ka kita harus mengalokasikan-
nya. Kenapa penting? Mumpung 
masyarakatnya masih muda dan 
harus ada investasi di bdiang 
umber daya manusia, kita perlu 
untuk memprioritaskan itu,”       
paparnya. [HER/E-8]

[JAKARTA] Dalam menjalankan program-program 
pembangunan, pemerintah menggunakan sumber 
pendanaan dari pendapatan negara seperti pajak, 
maupun juga dari berutang. Terkait hal tersebut, 
selama ini masyarakat memberikan stigma yang 
negatif terhadap proporsi utang Indonesia. 
Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, seluruh negara di dunia juga 
melakukan hal yang sama, termasuk 
negara-negara Islam.
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[JAKARTA] Sektor per-
bankan diperingatkan agar 
jangan memaksakan penyal-
uran kredit modal kerja teru-
tama kepada sektor Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) di tengah pandemi 
Covid-19, karena berpotensi 
menimbulkan kredit macet. 

Menurut Ekonom senior 
Institute for Development of 
Economics and Finance 
(Indef), Aviliani, perbankan 
sebetulnya sudah mendo-
rong pemberian kredit, khu-
susnya  un tuk  pe laku 
UMKM, agar bisa segera 
bangkit dari keterpurukan 
akibat pandemi Covid-19. 

Hal itu, juga telah disi-
kapi pemerintah melalui 
p r o g r a m  P e m u l i h a n 
Ekonomi Nasional (PEN) 
dengan meluncurkan pen-
jaminan kredit modal kerja 
untuk UMKM dalam rang-
ka mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional.  PT 
Jamkrindo dan PT Askrindo 
telah ditugaskan untuk men-
jamin pelaku usaha UMKM 
atas kredit modal kerja yang 
diberikan oleh perbankan. 

Bahkan pada 25 Juni 
2020, pemerintah juga telah 
menempatkan uang negara di 
bank umum milik pemerintah 
atau Himpunan Bank-Bank 
Milik Negara (Himbara) den-
gan total Rp 30 triliun. Dana 
tersebut diharapkan dapat 
mendorong sektor rill melalui 
kredit modal kerja baru di 
perbankan untuk UMKM. 

Tetapi permintaan kredit 
tersebut tidak meningkat se-
cara signifikan, karena ban-
yak pelaku usaha yang men-
galami penurunan penjualan 
akibat daya beli masyarakat 
yang belum membaik. 
“Dengan permintaan yang 
masih lemah, tidak perlu me-
maksakan penyalurkan kredit 
modal kerja. Bila dipaksakan, 
hal tersebut malah akan men-
imbulkan adanya kredit 
macet,” kata Aviliani, di 
Jakarta, akhir pekan lalu. 

Dia menjelaskan, kebi-
jakan pemerintah lewat pro-

gram PEN sebetulnya sudah 
banyak, mulai dari relakasi 
baik itu perpajakan, kemu-
dian restrukturisasi, lalu di-
bolehkan lagi mendapatkan 
kredit model kerja baru. 
Bahkan diberikan jaminan 
sampai 80%, khususnya un-
tuk UMKM dengan pinja-
man sampai Rp 10 miliar.

Tetapi Aviliani menilai, 
kebijakakan pemberian kredit 
modal usaha dalam program 
PEN tidak akan efektif, apa-
bila dari sisi demand atau per-
mintaan tidak segera dibena-
hi. “Ketika mereka melaku-
kan restrukturisasi, usaha 
mereka  be lum maju , 
bagaimana mereka harus di-
kasih kredit,” ujar Aviliani. 

Bila pemberian kredit 
modal kerja tersebut dipak-
sakan dalam kondisi de-
mand yang masih melemah, 
Aviliani mengkhawatirkan 
nantinya dalam tempo satu 
atau dua tahun lagi akan 
menjadi kredit macet yang 
bisa memengaruhi keper-
cayaan kepada sektor per-
bankan. [HER/J-9]
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